


BUPATI RATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAII

PERATURAN DAERAII KABUPATEN RATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TF,NTANG

ANGGARAN PTEANHDUANP£*%NGE£}}N82EOL2¥JA DAERA[]                I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang   :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311  ayat (1)
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana  telah  beberapa  kali
diubah terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 9  Tahun
2015   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal  104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun
2 019       tentang       Pengelolaan       Keuangan       Daerah ,
Gubemur / Bupati / Wali        Kota        waj ib        menghj ukan
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang     Anggaran
Pendapatan     dan     Bclanja     Daerah     kepada     Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persatujuan
bersama;

b.  bahvtra  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran
Pend\`patan     dan     Belanja     Daerah     yang     diajukan
sebagaimana    dimaksud    pada    huruf   a,    merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025  yang  dijabarkan  ke  dalam  Kebijakan  Umum  APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bet.sama DPRD;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaphan Peraturan
Daerah tentang Anggal an Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat      :    1.   Undang-Undang     Nomor     5     Tahun      2002      tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan,  Kabupaten  Seruyan,
Kabupaten Sukamara,  Kabupaten Lamandau,  Kabupaten
Gunung   Mas,    Kabupaten   Pulang   Pisau,    Kabupaten
Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito  Timur  di  Pirovinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2002   Nomor   18,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4180) ;
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2.   Undang-Undan!.     Nomor      1      Tahun     2004      tentang
Perbendaharaai^    Negara    (Lembaran    Negara    Republjk
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Irembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor  4355)   sebagaimaria
telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-
Undang   Nomor   7   Tahun   2021    tentang   Harmonisasi
Peraturan     Perpajakan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2021  Nomor 246,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Noinor 6736);

3.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

4.   Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     2011     tentang
Pembentuhan Peraturan Perur) clang-undangan (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,
Tambahan  Lembaran  Negam  Republik  Indonesia  Nomor
5234)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun
2011     tentang    Pembentukan    Peraturan    Perundang-
undangan  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2022  Nomor  143,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahah     Daerah     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I.ehbaran
Negara  Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagrimana
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang     penetapan   Pepaturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2022    tentang    Cipta    Kezja    menjadi    Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238,   Tambahan   Lembaran  Negara  Republik   Indonesia
Nomor 6841);

6.   Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   R  ^jublik   Indonesia   Tahun
2022   Nomor  4,  TambahaJi  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomcr 6757);

7.   Undang -  Undang Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun
2024  tentang Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah
Tahun    Anggaran    2025    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
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Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
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4502)    sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,
Tambahan  Lembaran  Negara  F`epublik  Indonesia  Nomor
5340);

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang
Bantuan   Keuangan   Kepada   Partal   Pontik   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009    Nomor    18,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4972),  sebagaimana telah  beb€rapa kali  diubah  teralchir
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun   2018
tentang   Perubahan   Kedua  atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai    Politik    (Lembpran    Negara    Republik   Indonesia
Tan.im   2018   Nomor    1,   Talnbahan   Lembaran   Negara
Repulblik lndoliesia Nomor 61 r/7);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan    dan   Administrasi    Pimpinan    dan   Anggota
Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah     (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Trfun  2017  Nomor  106,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Nomor    6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor  1  Tahun  2023  tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan     Administratif    Pimpinan     dan     Anggota     Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor   6,  Talnbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

11.Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023   tentang
Pengelolaan Daria Transfer ke Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  loo,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

12.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan     K3uangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  IndonLsia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik lridonesia Nomor 6322) ;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun
2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2025    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang  Tata  Cara.  Pen8hitungan,  Penganggaran  Dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib
Administrasi    Pengajuan,     Penyaluran,     dan     Laporan
Pertanggungjawaban    Penggunaan    Bantuan    Keuangan
Partai  Politik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018   Nomor   630)   sebagainra::ra   telah   diubah   dengan2i2th,Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  78  Tahun
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tentang Perubahari atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor  36  Tahun  2018  tentang Tata Cara. Penghitungan,
Penganggaran  Dalam Anggaran  F'endapatan  dan  Belanja
Daerah,  dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran,
dan  Laporan  Pertanggung).awaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partal Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor  1777);

15. Peraturan  Menteri  Da]am  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang     Klasifikasi,      Kodefikasi      dan     Nomenquatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020

{i:#a8Npeegda°r:¥e::#ks]Pnedno8ne::i:anTa¥:an28o¥oDNaoe=?r
1781);

17.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2021
tentang Tata Car i EvaJuasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Perubahan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Rancangan
Peraturan  r.epala  Daerah  tentang  Penja.baron  Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,    dan    Rancangan
Peraturan  Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Penda? atan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 431);

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025,   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

19.Peraturan    Daerah    Nomor    8    Tahun    2022    tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Daerah

Katingan  Tahun  2022  Nomor  8,  Tambahan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83, Nomorkai:¥=n

Register Peraturan Daerah Kabupaten Katingan,  Provinsi
Kalimantan Tengah : 06,108/2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KJBUPATEN RATINGAN
dan

BUPATI RATINGAN

Menetapkan        PBRATURAN  DMAEEM=:U::N:AVG  ANGGARAN  PENDAPATAN   4
DAN BEENJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

:.:hat
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah\:ni yang dimaksud dengan :
1.  Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati     sebagfu    unsur    penyelenggara

Pemerintah  Daerah  yang  memimpin  Pelaksanaari  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  yang   selan.1.utnya  disingkat
APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

3.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.

4.  Pendapatan  Daerah  adalah  hak  daerah  yang  diakui  sebagal  penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angg;aran berkenaan.

5.  Belanja Daerah  adalah  semua kewajiban  Pemerintah  Daerah yang diakui
sebagai  benambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaal.

6.  Pembiayaan  Daerah  adalah  setiap  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau
pengeluaran  yang  akan   diterima  kembali,   balk  pada  tahun   anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7.  Penerimaan    Daerah    adalah    uang    yang    masuk    ke    Kas    Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

8.  Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  waj.ib  kepada  daerah yang terutang  oleh
orang  pribadi  atau  Badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-
Undang   dengan   tidak   mendapatkan   imbalan   secara   langsung   dan
digunakdn  untuk  keperluan  daereih  bagi  seb3sar-besarnya  kemakmuran
rakyat.    I

Pasal 2

APBD   terdiri  atas  Pendapatan.Daerah,   Belanja  Daerah,   dan  Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

APBD  Kabupaten  Katingan  Tahun  Anggaran  2025  terdiri  atas  Pendapatan
Daerah,  Belanja  Daerah,  dan  Pembiayaan  Daerah  dengan  Rincian  sebagai
berikut :
a.   Pendapatan Daerah            Rpl.474.579.L!84.490,OO
b.  Belanja Daerah                     Rpl.631.703.634.490,00

Det-isit/Surplus     Rp(157.124.350.000)
c.   Pembiayaan Daerah

1.  Penerimaan     Rpl57.124.350.000,00
2.  Penge|uaran    RpO,00

Pcmbiayaan Netto  Rpl57.124.350.000
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan            RpO,00

Pasal 4

Pendapatan   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   direncanakan
sebesar Rpl .474.579.284.490,00 yang bersumber (1ari :
a.  Pendapatan Asli;

:..Epnd:ifanp::ra;faetrind=erahyangsah.
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Pasal 5

(1) Pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  huruf  a
direncanakan sebesar Rpl33.197.130.490,00 yang terdiri atas:
a.  Pajak Daerah;
b.  Retribusi Daerah
c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daei.ah yang sali;

(2) Pajak Daerah  sebagaimana dimaksud pada. ayat  (1)  humf a direncanakan
sebesar Rp85.958.514.224,00

(3)Retribusi    Daerah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   b
direncanakan sebesar Rp7.547.880.558,00

(4) Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahkan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanahan sebesar Rp3.500.000.000

(5) Lain~laln  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  setagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.190.735.708

Pasal 6
\

(1) Pendapa.tan   transfer   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4   huruf  b
direncanakan sebesar Rp 1.334.332.154.000,00 yang terdiri atas:
a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.  Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan  transfer pemerintah  pusat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.290.765.554.000,00

(3) Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp43.566.600.000,00

Pasal 7

(1) Lain  -  lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  sebagalmana  dimkasud  dalam
pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp7.050.000.000 yang terdiri atas:
a.  Pendapatan mbah;
b.  Dana darurat;
c.  Lain-lain  pendapatan  sesuai  der]gan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan;
(2) Pendapatan    hibah    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   a

direncanakan sebesar Rp50.000.000;
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar RpO,00
(4) Lain-lain   pendapatan   sesuai   dengan   ketenfuan   peraturan   perundang-

undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan
sebesar Rp7.000.000.000

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimp na dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan
sebesar Rpl .631.703.634.490,00.yai.g bersumber dari :
a.  Belanja operasional;
b.  Belanja modal;
c.   Belanja tidak terduga; da.n
d.  Belanja transfer.

(tr.b
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Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut
a direncanakan sebesar Rp 1.041.518.520.483, 47 yang terdiri atas:
a.  Belanja pegawai;
b.  13elanja barang dan jasa;
c,   Belanja bunga;
d.  Belanja subsidi;
e.   Belanja hibah; dan
f.   Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada.    ayat    (1) huruf   a
direncanakan sebesar Rp562.297.778.093,00

(3) Belanja  barang  dan jasa  sebagaimana  dimalcsud  pada  a.yat  (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp391.899 . 649.4 20,05

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c direncanakan
sebesar Rp

(5) Belanja subsidi sebagaimana aimaksud |iada ayat.(1 ) huruf d direncanakan
sebesarRpl.850.000.000,00

(6) Belanja hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e direncanakan
sebesarRp81.376.652.970,42

(7) Belanja  bantuan   sosial   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  f
direncanakan sebesar Rp4.094.440.000,00

Pasal  10

(1) Anggaran  belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  huruf  b
direncanakan sebesar Rp302.561.368.406,53 yar~ terdiri alas:
a.  Belanja modal tanah,
b.  Belanja modal peralatan dan mesin,
c.  Belanja modal bangunan dan !5edung,
d.  Belanja modal jalan, jaringan, dan/atau irigasi,
e.   Belanja modal aset lainnya;

(2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b direncanakan
sebesar Rp713.500.000,00

(3) Belanja modal  peralatan dan  mesin  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp79.231.3 I.9.645,42

(4.) Belanja modal gedung dan bangr nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5)i}:?n:]i;;¥::dafg°£arbfnsgan:epbfe±7i€;;i5%?4:S;:8];.g;:1:;;Z3,2d6inaksudpada
(6) Belanja  modal  aset  Tetap  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

huruf e direncanakan sebesar Rpl27.137.900,00
(7) Belanja modal  aset lainnya  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf e

direncanakan sebesar Rp94.400. 000,00

Pasal  1 1

Anggaran belanja tidak terduga sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
direncanakan  sebesar  Rp40.260.000.000,00  }ang  terdiri  atas  belanja  tidak
terduga.

Pasal  12

(1) Anggaran belanja transfer  sebagaimana dimaksud  dalam pasal  8  huruf d
direncanakan sebesar Rp247.363.745.600,00 yang terdiri atas:
a.  Belanja bagi hasil; dan
b.  Belanja bantuan keuang.an

i...!i
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(2)Belanja   bagi   hasif   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)    huruf   a
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00

(3) Belanja bantuan keuangan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf b
direiicanakan sebesal:`tRp239.863.745.600,OO

Pasal 13

Anggaran  pembiayaan  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  yang
terdiri atas:
a.  Penerimaan pembia.yaan;
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

( 1) Anggaran penerimaan pembiayaen sebagaimana dimaksud dalam pasal  13
huruf a direncanakan sebesar Rp 157.124.350.000,00 yarlg terdiri atas:
a.  Sisa lebih perhitungan anggar;in tahun anggaran sebelumnya;
b.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
c.  Penerimaan pinjaman daerali;
d.  Penerinaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
e.  Penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang -undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran  ahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat. (1) hunrf a direncanakan sebesar RpO,00

Pasal  15

( 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp yang terdiri atas:
a.  Penyertaan modal daerah;
b.  Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo
c.  Pemberian pinjaman daerah; dan
d.  Pengeluaran  pembiayaan  lainnya  sesual  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan ;        .

Pasal  16

(1) Selisih   antara  anggaran  pendapatan   daerah  dengan   anggaran   belanja
daerah         mengakibatkan         terj adinya         surplus / (defisit)         sebesar
Rp(157.124.350.000,00)

(2) Pembiayaaan   neto   yang,  merupakan    selisih   penerimaan   pembiayaan
terhadap         p engeluaran         pembiayaan         dir encanakan         sebesar
Rpl57.124.350.000,00

Pasal  17

(1) Dalam   keadaan   darurat   termasuk   keperluan   mendesak,   Pemerintah
Daerah  dapat  melakukan  pengeluai.an yang  belum  tersedia  anggarannya
dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu  yang  ditetapkan  dalan  Peraturan
Daerah  ini,  yang  selanjutnya  dimasnkkan  dalam  Perubahan  Aqggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Katingan  tahun  anggaran
2025,  dengan  tata cara terlebih  dahulu melakukan  perubahan  peraturan
kepala   daerah   tentang   Penjabaran   APBD   dan   pemberitahuan   kepada
Pimpinan   DPRD,    selanjutnya   disampaikan   dalam   Laporan   Realisasi ly

r_jtl
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Anggaran   dalam   hal  Pemerintah   Daerah   tidan  melakukan   perubahan
APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana diinaksud pada ayat (1) mehputi :
a.  bencana  alam,  bencana  non-alam,  bencana  sosial  dan/atau  kejadian

luar biasa;
b.  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.   kerusakan    sarana/prasarana    yang    dapat    mengganggu    kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.  kebutuhan  daerah  dalam  ra. igka  pelayanan  dasar  masyarakat  yang
anggarannya belum tersedia dt.lam tahun anggaran beljalan;

b.  belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.   pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak    dapat    diprediksikan    sebelumnya,    serta    amanat    peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d.  pengeluaran  daerah  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan  menimbulkan
kerugian    yang    lebih    besar    bagi    Pemerintah    Daerah    dan/atau
masyarakat.

Pasal  18

Uraian  lebih  lanjut  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2`\ tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak texpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ini terdiri dari :

1.  Lampiran I Ringkasan  APBD  yang  Diklas].fikasi  Menurut  Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Beianja, dan Pembiayaan;

2.   Lampiran 11 Ringkasan   APBD   yang   Diklasifikasi   menurut   Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.  Lampiran Ill Rincian  APBD   menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok
Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi    Belanja    Menurut    Urusan    Pemerintahan
Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan  beserta  hasil  dan
sub kegiatan Beserta Keluaran;

5.  Lanpiran V Rekapitulasi   Belanja   Daerah   untuk   Keselarasan   dan
Keterpaduan   Urusan   Pemerintah   Daerah   dan   Fungsi
dalarn rangka pengelolaan keuangan negara;

6.  Lanpiran VI F2ekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.  Lampiran VII Sinkronisasi  Program  pada  RPJMD   dengan  Rancangan

APBD;
8.  Lampiran VIII Sikronisasi  Program,   kegiatan  dan   Sub  kegiatan  pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.  I-piran IX Sinkronisasi  Program  Prioritas  Nasional  dengan  Program

Fhioritas Daerah;
0.  Lampiran X Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Jabatan;
1.  Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
2.  Lanpiran XII Daftar  Penyertaan  Modal  Daerch  dan  lnvestasi  Daerah

Lainnya ,        I
3.  Lampiran XIII Daftar   Perkiraan   Penambahan   dan   Pengurangan   Aset

Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
4.  Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Je mak /mtt!ty gears/,.
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L5.  Lampiran AV Daftar Dana Cadangan; dan
L6.  Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal  19

Bupati menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagal  landasan  operasional  pelaksanaan
APBD.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diLmdanglran.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahhan pengundangan Peraturan
Bupati Katingan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kasongan

NOMOR REGISTER PERATURAN DA]3RAII KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07,99/2024
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DJRERAH KABUPATEN RATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I.     UMUM

bahwa   untuk   melaks€nakan   ketentuan   pasal   311    ayat   (1)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal  104 ayat
(1)   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019   tentang  Pengrlolaan
Keuangan    Daei-ah,    Gubemur/Bupati/Wali    Kota    wajib    mengajukan
Rancangan Peraturari Daerah. tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Daerah  kepada  Dewan   Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk  memperoleh
persetujuan bersama;

Dengan   menetapkan   secara   rinci  jenis   belanja   operasi,   belanja

modal,  t)elanja  tidak  terquga  dan  belanja  transfer,  untuk  selanjutnya
dimasukan  kedalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggran 2025.

11.    PASAL DEMI PASAL
Pasal  1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

1

Cukup jelas f\
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal  10

Cukup jelas
Pasal  1 1

Cukupjelas
Pasal  12
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Cukup jelas

Pasal  13
Cukup jelas

Pasal  14
Cukup jelas

Pasal  15
Cukup jelas S

Pasal 16                        \
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal  18
Cukup jelas

Pasal  19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup LJelas

TAMBAl+AN LEMBARAN DAERAH K^BUPATEN KATINGAN NOMOR 99
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